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Abstract

This study aims to evaluate Sharia governance infrastructure in Sharia banking in Indonesia, 
specifically the Sharia review phase by the Sharia Supervisory Board which was disclosed in the 
Sharia bank annual report. Furthermore, an analysis of the possibility of adopting the Shariah 
Governance Framework (SGF) of Bank Negara Malaysia (BNM) is based on the perceptions 
of experts, using 3 research samples, namely Bank Syariah Mandiri, BPD DIY Sharia Business 
Unit, and BPRS Bhakti Sumekar. The data analysis uses a qualitative descriptive approach. Our 
results show that the governance processes, procedures and mechanisms in the Sharia review 
process by the DPS are supported by the bank’s internal functions, namely the function of Internal 
Audit and the Compliance function. Based on these conditions, SGF BNM adoption is considered 
less suitable when applied to Islamic banking in Indonesia. One of them was caused by a lack of 
human resources in Indonesia with dual competency (Sharia law and finance). So that it is not 
possible to separate each unit such as the SGF BNM, namely Shariah Audit, Shariah Review, 
Shariah Research, and Shariah Risk Management. 
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi infrastruktur tata kelola Syariah pada perbankan 
Syariah di Indonesia, khususnya tahap Shariah review oleh Dewan Pengawas Syariah yang di-
ungkap pada laporan tahunan bank Syariah. Untuk selanjutnya dilakukan analisis kemungkinan 
adopsi Shariah Governance Framework (SGF) Bank Negara Malaysia (BNM) yang didasarkan 
pada persepsi para ahli dengan menggunakan 3 sampel penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri, 
Unit Usaha Syariah BPD DIY, dan BPRS Bhakti Sumekar. Analisis data menggunakan pendeka-
tan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses, prosedur, dan mekanisme 
tata kelola khususnya pada proses Shariah review oleh DPS didukung oleh fungsi internal bank, 
yaitu fungsi Audit Internal dan fungsi Kepatuhan. Berdasarkan kondisi tersebut, adopsi SGF 
BNM dinilai kurang sesuai apabila diterapkan pada perbankan Syariah di Indonesia. Hal tersebut 
salah satunya disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya insani di Indonesia dengan dual 
competency (hukum Syariah dan keuangan). Sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan 
pemisahan tiap unit seperti pada SGF BNM yaitu Shariah Audit, Shariah Review, Shariah Re-
search, dan Shariah Risk Management. 

Kata Kunci: perbankan syariah; kerangka tata kelola syariah; pengawasan syariah
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PENDAHULUAN
Tata kelola yang berlaku pada lembaga keuangan khususnya bank, memiliki 

karakteristik yang unik dibandingkan dengan tata kelola pada lembaga keuangan non-
bank (Umam, 2016). Pada perbankan Syariah, diperlukan perhatian yang lebih besar 
karena ia dihadapkan pada banyaknya risiko ketidakpatuhan Syariah. Keberadaan Dana 
Pihak Ketiga menjadi bagian dari agency conflicts yang menanggung laba rugi sama 
seperti pemegang saham, menyebabkan urgensi mekanisme tata kelola Syariah yang 
andal untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan mereka. Beragamnya pemangku 
kepentingan bank Syariah menjadi keniscayaan bank Syariah untuk mengungkap 
kegiatan tata kelola Syariahnya secara akurat dan transparan (Darmadi, 2013).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu elemen kunci tata kelola bank 
Syariah, berperan dalam melakukan pengawasan penerapan fatwa pada praktik bank 
Syariah (ex post), tidak hanya pada proses persetujuan produk yang sesuai dengan prinsip 
Syariah (ex ante). Peran pengawasan kepatuhan Syariah ini tidak boleh diremehkan, 
mengingat risiko ketidakpatuhan Syariah yang mungkin terjadi pada bank Syariah. Perlu 
disadari bahwa pengawasan aspek ex post membutuhkan keahlian audit yang mungkin 
tidak dimiliki masing-masing anggota DPS. Selain itu, mungkin DPS tidak memiliki 
waktu untuk melakukan fungsi tersebut secara terperinci, sehingga pendelegasian tugas-
tugas ke organ-organ tata kelola lain dalam organisasi, seperti audit internal atau unit 
Shariah review internal menjadi hal yang umum (CISI, 2010).

Praktik yang efektif dari tata kelola membutuhkan semua pihak yang terlibat 
untuk melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin dengan dukungan infrastruktur 
dalam bentuk prosedur, proses, dan mekanisme pengawasan (Mohamad, Shori, & 
Shah, 2015). Faktanya, pedoman tata kelola untuk lembaga keuangan Syariah dalam 
bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia belum memadai 
untuk digunakan sebagai kerangka tata kelola Syariah. Pada peraturan tersebut, sistem 
tata kelola Syariah masih berupa sub bagian yang mengerucut pada Dewan Pengawas 
Syariah. Dimana pelaksanaan fungsi ex post khususnya pada struktur Shariah review 
internal tidak dijelaskan secara khusus (Rama, 2015) .

Lain halnya dengan Shariah Governance Framework (SGF) yang diterbitkan 
oleh Bank Negara Malaysia (BNM), ketentuan tersebut bersifat komprehensif dan 
terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola Syariah. SGF memiliki beberapa 
fungsi khusus yaitu Shariah audit, Shariah review, Shariah research, dan Shariah risk 
management, yang menunjang kinerja DPS dalam melaksanakan fungsi ex post. Karena 
fungsi utama SGF adalah mengoptimalkan fungsi DPS dalam hal menjamin kepatuhan 
Syariah lembaga keuangan Syariah.

Dengan infrastruktur regulasi yang lengkap dan dukungan dari pemerintah, 
Malaysia boleh dibilang berhasil dalam menerapkan SGF pada dunia praktiknya. 
Keberhasilan kebijakan SGF yang diterbitkan oleh BNM digarisbawahi oleh fakta bahwa 
yurisdiksi lain termasuk Bahrain, Pakistan, dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadikan 
model tata kelola Syariah milik Malaysia sebagai acuan penyusunan kerangka tata kelola 
Syariah (Parker, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengevaluasi infrastruktur tata kelola Syariah di Indonesia, khususnya pada fungsi ex 
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post DPS yaitu Shariah review yang diungkap pada laporan tahunan perbankan Syariah. 
Eksplorasi infrastruktur fokus pada prosedur, proses, dan mekanisme setiap struktur yang 
terlibat dalam fungsi Shariah review. Untuk selanjutnya dilakukan analisis kemungkinan 
adopsi SGF milik Malaysia yang didasarkan pada kondisi infrastruktur tata kelola 
Syariah di perbankan Syariah di Indonesia dan beberapa langkah untuk menjalankannya.  

Kerangka Tata Kelola Syariah (Shariah Governance)
Salah satu versi kerangka tata kelola perusahaan Islami diuraikan oleh Abdul Rahman 

(1998) dalam ISRA (2015), yang menyajikan sebuah kerangka yang mengintegrasikan 
Syariah dan ajaran-ajaran moral Islam. Uraian tersebut menitikberatkan lembaga syura, 
hisbah, dan audit religi sebagai komponen-komponen utama sebuah kerangka tata kelola 
perusahaan. Lembaga syura – yang terdiri dari pihak manajemen, dewan direksi, para 
pemegang saham, para karyawan, para pelanggan, dan pihak-pihak berkepentingan yang 
lain – dapat memastikan efektivitas pengambilan keputusan perusahaan manapun. Di sisi 
lain, lembaga hisbah berperan memonitor perusahaan-perusahaan pada aspek regulasi 
dan aspek moral. Para auditor religius atau badan – dewan Syariah mengeluarkan 
putusan-putusan hukum dan menyediakan saran atau nasehat terkait perkiraan-perkiraan 
area audit, supervisi serta pengawasan audit.

Kerangka tata kelola Syariah meliputi kepatuhan terhadap Syariah aspek perkiraan 
(ex ante) dan aspek aktual (ex post), yakni aspek perkiraan merujuk pada penerbitan 
putusan-putusan Syariah dan penyebarluasan informasi terkait Syariah, sedangkan 
aspek aktual merujuk pada proses Shariah review internal periodik dan Shariah review 
internal tahunan. Komponen paling esensial dari tata kelola perusahaan Islami adalah 
keberadaan DPS. DPS berperan sentral dalam memastikan keabsahan produk-produk 
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam menjalankan tugas ini, DPS membutuhkan 
suatu kerangka dan struktur yang jelas untuk memastikan keefektifan DPS. Berdasarkan 
kondisi ini, maka segala bentuk pengaturan yang secara formal disusun akan diarahkan 
untuk membantu DPS dalam melakukan upaya monitoring, pengawasan dan pengendalian 
untuk memastikan kepatuhan Syariah yang merupakan bagian dari sistem tata kelola 
Syariah (Shariah Governance). 

Konsep Review Syariah
Shariah Governance Framework BNM pada paragraf 2 mendefinisikan “Shariah 

review” sebagai “fungsi Shariah review yang merujuk pada penilaian regular tentang 
kepatuhan aktivitas-aktivitas dan operasi-operasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
tersebut terhadap prinsip-prinsip Syariah, dengan tujuan memastikan bahwa aktivitas-
aktivitas dan operasi-operasi tersebut yang dijalankan oleh LKS tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip Syariah”. Dengan demikian, Shariah review itu spesifik terkait 
kepatuhan terhadap Syariah, dalam kaitannya dengan operasi-operasi bisnis LKS 
tersebut secara keseluruhan dan tidak mencakup seluruh laporan keuangan (paragraf 
7.3 – paragraf 7.5).  Jaminan kepatuhan Syariah atas keseluruhan aktivitas perbankan 
menjadi fungsi utama DPS. Prinsip kehati-hatian menjadi acuan penerapan visi tata 
kelola Syariah pada perbankan Syariah (Maradita, 2014).

Tidak seperti audit Syariah, Shariah review harus dijalankan oleh “para staf Syariah 
berkualifikasi”, yang didefinisikan oleh BNM di dalam paragraf 7.3 sebagai “staf yang 
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memegang sedikitnya gelar cendekiawan Syariah, yang mana mencakup studi Usul Al-
Fiqh (asal usul hukum Islam) dan Fiqh Mu’amalat (hukum transaksi/hukum dagang 
Islam).” Sehingga terlihat perbedaan antara “audit” dan “peninjauan” menurut BNM 
adalah bahwa “audit” merupakan penilaian “independen” dan “periodik”; sedangkan 
terkait “peninjauan”, tidak ada syarat independensi, tetapi perlu ada “penilaian regular” 
(yang berarti, lebih kerap dilakukan ketimbang audit) dan penilaian ini adalah tentang 
“kepatuhan terhadap Syariah” dalam kaitannya dengan aktivitas dan operasional yang 
dijalankan oleh LKS tersebut. 

Shariah Governance Framework Bank Negara Malaysia

Gambar 1. Shariah Governance Framework BNM  (2011)

Kerangka tata kelola Syariah yang sehat dan kuat direfleksikan oleh dewan dan 
manajemen yang efektif dan bertanggungjawab, komite Syariah independen yang 
kompeten dan bertanggungjawab, didukung oleh kapasitas penelitian internal Syariah 
yang kuat, dan dimonitor melalui Shariah review yang aktif, serta audit Syariah dan 
departemen manajemen risiko Syariah (BNM, 2011).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjabarkan 

gambaran umum mengenai praktik Shariah review fase ex post pada perbankan Syariah 
di Indonesia dan mendeskripsikan persepsi para ahli mengenai kemungkinan adopsi 
Shariah Governance Framework BNM. Menggunakan 3 sampel penelitian, yaitu 
Bank Syariah Mandiri (BSM), Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Daerah 
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Istimewa Yogyakarta (UUS BPD DIY), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 
Bhakti Sumekar untuk mengeksplorasi infrastruktur Shariah review yang diungkap 
pada laporan tahunannya. Lebih lanjut, metode wawancara mendalam digunakan untuk 
mendapatkan persepsi para ahli mengenai kemungkinan adopsi SGF BNM berdasarkan 
kondisi infrastruktur tata kelola Syariah di Indonesia. Narasumber merupakan akademisi 
dengan kepakaran terkait Governance yang memahami tata kelola Syariah di Indonesia 
dan Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Fungsi Shariah review oleh DPS di Bank Syariah Mandiri
Pengungkapan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS terletak pada 

laporan tahunan pada sub bagian tata kelola perusahaan. Koordinasi antara DPS dengan 
unit kerja Internal Audit serta Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance) dilakukan guna 
menunjang proses Shariah review atas penerapan fatwa DSN-MUI pada operasional 
BSM. Koordinasi tersebut membantu DPS dalam mengetahui kualitas pelaksanaan 
pemenuhan prinsip Syariah, yaitu melaksanakan pengumpulan data dan informasi 
cabang yang telah ditentukan untuk dilakukan uji petik. Rapat internal DPS dilakukan 
secara berkala pada awal tahun guna menentukan sampel uji petik. Untuk menunjang 
kelengkapan data sampel, Internal Audit & Anti Fraud Group (IAG) masing-masing 
Kantor Cabang yang akan diuji petik menyerahkan laporan hasil temuannya kepada 
DPS.

Bersamaan dengan proses uji petik, DPS berdialog dengan pimpinan dan karyawan 
cabang untuk menganalisa kemungkinan timbulnya kendala bisnis dan operasional yang 
bergesekan dengan aspek Syariah. Lebih lanjut, diadakan Forum Klinik Syariah, yaitu 
pemberian materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah”. Hal tersebut bertujuan untuk 
menekankan dan menguatkan kembali pemahaman struktur kantor cabang berkaitan 
dengan skema produk dan jasa perbankan Syariah.  

Hasil pengawasan dengan metode uji petik yang telah dilakukan kemudian 
dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaporan secara berkala tiap enam 
bulan tersebut berisikan dokumentasi aktivitas DPS. Salah satunya mengungkapkan 
bentuk pengawasan yang telah dilakukan yaitu; analisis laporan hasil Audit Internal, 
penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik, serta review SOP terkait aspek Syariah. 

Pengawalan Shariah review yang dilakukan oleh DPS menjadi tanggungjawab 
Satuan Kerja Kepatuhan. Fungsi tersebut bertanggungjawab atas terlaksananya prosedur 
uji petik oleh DPS hingga memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan 
penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester). 

Mekanisme Fungsi Shariah review oleh DPS di Unit Usaha Syariah BPD DIY
Pengungkapan pelaksanaan tata kelola yang ditampilkan pada laporan tahunan 

UUS BPD DIY tidak menyediakan informasi terkait bagan struktur organisasi tata 
kelolanya. Namun, terdapat penjelasan secara singkat bahwa struktur organisasi tata 
kelola Unit Usaha Syariah pada BPD DIY terdiri atas dua komponen yaitu Direktur 
Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Direktur Unit Usaha Syariah 
bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip syariah di Bank BPD DIY. Guna 
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mengoptimalkan peran dan fungsinya, Direktur Unit Usaha Syariah dibantu oleh DPS 
yang memiliki peran sebagai pengawas dan penasihat dalam aspek kepatuhan Syariah 
pada kegiatan Unit Usaha Syariah.

Direktur UUS bertanggungjawab dalam menyediakan data dan informasi terkait 
dengan pemenuhan prinsip Syariah yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS di 
antaranya adalah data perkembangan kinerja UUS per bulan. Rekomendasi DPS kepada 
Direktur UUS dalam bentuk notulen rapat wajib ditindaklanjuti melalui koordinasi antar 
internal UUS maupun penyusunan kebijakan.

Risalah rapat yang berisikan tanggal dan materi rapat menjadi sarana akuntabilitas 
DPS BPD DIY dalam melaksanakan fungsi review Syariah. Materi rapat menjabarkan 
tema pokok yang dibahas pada saat rapat dilaksanakan. Dalam 1 tahun, 13 kali rapat 
dilakukan oleh internal DPS, dan 1 kali pertemuan dilakukan oleh DPS bersama Direksi. 
Lebih lanjut, self assessment atas pelaksanaan GCG menduduki peringkat 1 yang artinya 
sangat baik. Termasuk di dalamnya penilaian mengenai tugas dan tanggungjawab DPS, 
efektivitas rapat, dan transparansi DPS berpredikat sangat baik.

Mekanisme Fungsi Shariah review oleh DPS di BPR Syariah Bhakti Sumekar
Hasil Shariah review yang dilakukan oleh DPS BPRS Bhakti Sumekar diungkap 

pada Laporan Dewan Pengawas Syariah. Diungkap beberapa rekomendasi berdasarkan 
pengawasan Syariah yang telah dilakukan, salah satunya yaitu alokasi dana qardhul 
hasan yang harus dipisah dari dana ZIS. Rekomendasi lain yaitu perlunya meningkatkan 
pengawasan intens dari internal bank dalam realisasi produk pembiayaan, dimana 
ditemui ketidaksesuaian antara tujuan dengan realisasi pembiayaan, khususnya dalam 
akad murabahah.

Selain berkewajiban memberikan opini Syariah, DPS juga berperan dalam 
memberikan saran dan arahan agar operasional bank tetap dalam kepatuhan Syariah. 
Dalam hal ini, diungkap bahwa DPS menyarankan dan sangat mengharapkan produk-
produk yang ada di BPRS Bhakti Sumekar lebih banyak menggunakan akad dengan 
prinsip bagi hasil yaitu musyarakah dan mudharabah. Meskipun akad berbasis jual 
beli seperti murabahah memberikan tingkat return yang pasti bagi BPRS. DPS juga 
menekankan fokus perhatian BPRS Bhakti Sumekar adalah falah-oriented, tidak hanya 
profit-oriented.

Urgensi Penyusunan Framework dan Kemungkinan Adopsi SGF BNM
Setelah diberlakukannya Shariah Governance Framework BNM untuk lembaga 

keuangan Syariah di Malaysia, khususnya pada fungsi Shariah audit ditemukan bahwa 
dewan Syariah lebih mudah dalam mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan Syariah yang 
dihadapi perbankan Syariah dalam tahap penerapan fatwa (Shafii, Abidin, Salleh, Jusoff, 
& Kasim, 2013).

Metode wawancara mendalam dilakukan guna mendapatkan persepsi narasumber 
mengenai kemungkinan adopsi Shariah Governance Framework BNM berdasarkan 
kondisi infrastruktur tata kelola Syariah di Indonesia. Berikut pemaparan hasil wawancara 
mendalam yang disajikan secara singkat berdasarkan kata kunci yang dianggap dapat 
mewakili keseluruhan ide.
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Definisi Tata Kelola Syariah dan Konsep Akuntabilitas Laporan Tata Kelola 
Syariah

Tata kelola Syariah merupakan additional governance yang harus ada di Lembaga 
Keuangan Syariah. Tata kelola Syariah merupakan prosedur, struktur, dan mekanisme 
untuk meyakinkan publik bahwa produk dan aktivitas di dalam LKS sesuai dengan 
prinsip Syariah. Sehingga keberadaan tata kelola Syariah adalah untuk memastikan 
kesesuaian produk perbankan, aktivitas dan operasionalnya dengan fatwa DSN-MUI. 
Laporan tata kelola Syariah yang ada pada laporan tahunan bank Syariah merupakan 
sarana akuntabilitas, salah satunya DPS dalam mengungkap kegiatan Shariah review 
terhadap penerapan fatwa DSN MUI pada operasional bank. Akuntabilitas meliputi 
kepada siapa laporan ditujukan, yaitu kepada stakeholders, kemudian konteks pelaporan, 
yaitu mekanisme dalam melakukan pengawasan, serta hal-hal apa saja yang harus 
diungkapkan. Fungsi tata kelola adalah memastikan bahwa akuntabilitas dijalankan 
sesuai aturan yang ada. Lebih lanjut, tata kelola tidak akan bisa efektif dijalankan tanpa 
adanya akuntabilitas.

Nilai Penting Kerangka Tata Kelola Syariah (Shariah Governance)
Framework tata kelola Syariah sangat penting untuk dimiliki, karena berfungsi 

sebagai panduan untuk setiap komponen tata kelola Syariah. Dengan adanya framework 
dapat mempermudah dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan proses Shariah 
Governance berjalan untuk mencegah terjadinya risiko ketidakpatuhan Syariah. 
Memiliki framework memberikan kepastian mengenai eksistensi struktur dan hubungan 
yang jelas antar struktur tata kelola Syariah. Shariah Governance di perbankan Syariah 
direpresentasikan dengan adanya DPS yang mampu mempengaruhi kinerja perbankan 
Syariah karena eksistensi dan optimalisasi peran pengawasan (Mollah & Zaman, 2015). 
Hal ini juga diungkapkan oleh Nomran, Haron, dan Hassan (2018) yang mengungkapkan 
bahwa kinerja perbankan Syariah salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik DPS yang 
berkaitan dengan ukuran DPS, reputasi, dan pengalamannya. Hal ini tentu menguatkan 
pentingnya Shariah Governance.

Kemungkinan Adopsi Shariah Governance Framework Bank Negara Malaysia di 
Indonesia

Pada mekanisme tata kelola Syariah, DPS merupakan elemen kunci yang berperan 
dalam memberikan shariah assurance. Sejak kemunculan bank Muamalat pada tahun 
1992 yang menjadi awal mula pertumbuhan keuangan Syariah di Indonesia, hingga kini 
peraturan yang mengatur mengenai DPS hanya ada pada UU Nomor 21 tahun 2008 
yang mensyaratkan perbankan Syariah untuk memiliki DPS. Segala yang mengatur 
DPS, seperti mekanisme kerja, kompetensi, pengangkatan dan pemberhentian, dan lain 
sebagainya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, 
yang dari sisi kekuatan hukum sangat lemah. Lain halnya dengan Malaysia, segala yang 
mengatur mengenai DPS berbentuk Undang-Undang, apabila dilihat dari perspektif 
hukum sangat kuat kedudukannya.

Begitu banyak peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai governance, dalam 
konteks yang berkembang dari masa ke masa. Namun belum ada framework seperti yang 
diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia. Untuk penyusunan framework di Indonesia 
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sebenarnya bisa dimulai dengan melakukan mapping peraturan-peraturan yang sudah 
ada. Mapping didasarkan pada hubungan dan wewenang organisasi yang terkait dengan 
tata kelola Syariah, misalnya OJK, DSN-MUI, DPS, dan eksternal auditor. Dari 4 pihak 
tersebut bisa disusun sebagai satu framework yang berbeda dengan Malaysia.

Bila mengacu pada SGF BNM, terdapat beberapa karakteristik regulasi di 
Indonesia yang berbeda dengan Malaysia. Misalnya mengenai proses pengembangan 
produk, pada SGF BNM memiliki fungsi Shariah research yang berfungsi melakukan 
evaluasi terhadap kemungkinan produk baru. Secara substansi, Shariah research dapat 
diaplikasikan pada praktik di Indonesia walaupun secara formal belum dibentuk dalam 
unit khusus. Manajemen dapat mengajukan usulan pengembangan produk berdasarkan 
kebutuhan pasar dan disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI. Manajemen dalam hal 
ini dapat menjalankan substansi fungsi Shariah research dalam melakukan inovasi 
produk dengan berkonsultasi ke DPS. Disisi lain, Shariah audit dilakukan oleh internal 
auditor dan Shariah review dilakukan oleh DPS dalam kerangka SGF BNM. Sedang 
di Indonesia, hal yang mengacu pada pelaksanaan Shariah audit dan Shariah review 
menjadi tanggungjawab DPS.  

Kualitas Pengungkapan Proses Shariah Review pada Laporan Tahunan 
Perbankan Syariah di Indonesia

Pengungkapan governance pada laporan tahunan sifatnya voluntary disclosure, 
pada pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak mengatur hal-hal apa saja yang 
harus dilaporkan. Sehingga belum ada standar ukuran sejauh mana laporan kegiatan 
DPS harus diungkap pada laporan keuangan ataupun internal bank Syariah. Sejauh yang 
dipahami oleh narasumber, pengungkapan Shariah review oleh DPS masih bersifat 
normatif. Menyatakan bahwa DPS sudah berusaha untuk meyakinkan manajemen 
untuk menjunjung tinggi implementasi Syariah pada setiap aktivitasnya. Namun, 
ditemukan oleh narasumber bahwa ada beberapa bank Syariah pada skala daerah yang 
mengungkapkan substansi kegiatan Shariah review oleh DPS. Beberapa bank tersebut 
mengungkap waktu, risalah, dan hasil rapat yang dilakukan oleh DPS, hingga nominal 
remunerasi DPS. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa posisi DPS adalah 
independen, kredibel dan transparan dalam mengungkapkan aktivitasnya. Lebih lanjut 
mengenai opini DPS, berdasarkan studi yang dilakukan narasumber, dinyatakan oleh 
DPS bahwa opini yang dikeluarkan di-review oleh OJK. Dimana secara periodik setiap 
6 bulan sekali DPS menyerahkan laporan kinerjanya kepada OJK. 

Muneeza dan Hassan (2014) menjelaskan bahwa frekuensi pertemuan DPS 
dengan manajemen tentu memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan Syariah. DPS 
dapat mengusulkan rapat yang dianggap penting baik secara internal antar anggota DPS 
maupun rapat yang melibatkan manajemen dan pemegang saham. Namun demikian, 
Muneeza dan Hassan (2014) masih menemukan kelemahan eksistensi DPS yang 
tergantung dengan permintaan pertemuan yang dilakukan oleh manajemen untuk sekedar 
mengkonsultasikan beberapa hal yang dianggap penting dan baru sebatas memenuhi 
ketentuan minimal frekuensi rapat yang diatur oleh regulator. Oleh karena itu, perlu 
ada mekanisme yang mampu memberikan ruang untuk DPS agar memiliki peran lebih 
dalam mempengaruhi kinerja perbankan Syariah yang tidak sekedar memenuhi kriteria 
minimal saja sehingga pengungkapan di laporan tahunan bisa semakin baik.  
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Kemungkinan Penerapan Fungsi Shariah Audit, Shariah Review, Shariah Risk 
Management, dan Shariah Research pada Perbankan Syariah di Indonesia

Praktik pengawasan Syariah di perbankan Syariah di Indonesia tidak dibagi 
menjadi beberapa fungsi seperti pada SGF BNM. Hal tersebut salah satunya disebabkan 
terbatasnya SDM yang memiliki dual competency yaitu hukum Syariah dan keuangan. 
Namun ketiadaan empat fungsi seperti di SGF BNM tersebut bukan berarti bahwa bank 
Syariah di Indonesia tidak menjalankan fungsi tersebut. Misalnya mengenai manajemen 
risiko, UU perbankan Indonesia mengharuskan setiap perbankan untuk memiliki 
fungsi manajemen risiko yang bertugas dalam mengidentifikasi, melakukan penilaian, 
melakukan mitigasi atas risiko dan melakukan pelaporan. Namun tidak diketahui secara 
pasti apakah perbankan syariah juga memiliki fungsi untuk mengantisipasi risiko-risiko 
yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Syariah. Kemudian untuk Shariah research, pada 
praktiknya manajemen bank mengajukan produk-produk yang belum ada fatwanya. 
Sehingga bisa dipahami bahwa tidak ada lembaga mengenai Shariah research, namun 
perbankan secara fungsional melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, fungsi Shariah review 
dan Shariah audit di Indonesia berada dalam lingkup tanggungjawab DPS.

Analisis Komparatif Shariah review BSM, UUS BPD DIY, BPRS Bhakti Sumekar
Peran dan tanggungjawab DPS terbagi menjadi 2 lingkup, yaitu ex ante (sebelum 

terjadi transaksi) dan ex post (setelah terjadi transaksi). Pada praktiknya, Hasan (2014) 
menyatakan bahwa beberapa dewan Syariah tidak melakukan fungsi Shariah review, 
hanya fokus pada fungsi-fungsi ex ante. Bahkan, mereka menandatangani deklarasi 
ketaatan Syariah pada laporan tahunan tanpa melakukan proses Shariah review yang 
semestinya. 

Analisis pengungkapan pada laporan tahunan BSM, UUS BPD DIY, BPRS Bhakti 
Sumekar dilakukan untuk mengetahui infrastruktur tata kelola pada Shariah review yang 
terdiri atas prosedur, proses, dan mekanisme yang dilakukan oleh DPS. Lebih lanjut 
didapatkan informasi seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Shariah review Perbankan Syariah

Indikator Pengungkapan Bank Syariah Mandiri
Unit Usaha 

Syariah BPD 
DIY

BPR Syariah 
Bhakti Sumekar

Unit koordinasi Internal Audit dan 
Satuan Kerja Kepatuhan 
(Compliance)

Direktur 
Unit Usaha 
Syariah

Tidak Diungkap

Metode Uji Petik Tidak 
Diungkap

Tidak Diungkap

Jumlah Anggota DPS 3 2 2
Frekuensi Rapat 9 14 Tidak Diungkap
Risalah Rapat Diungkap Diungkap Tidak Diungkap
Saran dan Rekomendasi Diungkap Diungkap Diungkap
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Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan Shariah review oleh 
BSM merupakan yang terlengkap dibandingkan dengan dua bank Syariah lainnya. Hal 
tersebut didukung oleh penelitian Adiono dan Sholihin (2014) ditemukan bahwa BSM 
merupakan salah satu bank Syariah dengan nilai pengungkapan governance tertinggi. 
Pada laporan tata kelola terdapat bagan struktur tata kelola yang menjelaskan hubungan 
tiap struktur. Melalui gambar 2 dapat diketahui bahwa dalam melakukan review Syariah, 
DPS didukung oleh beberapa fungsi, khususnya unit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 
yang memberikan hasil audit internal kepada DPS, serta unit Compliance (Satuan Kerja 
Kepatuhan) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan uji petik oleh DPS. Hubungan 
koordinasi DPS dan SKAI serta unit Compliance digambarkan pada struktur tata kelola 
Syariah seperti pada gambar 2. Ketersediaan struktur tersebut memberikan pemahaman 
yang jelas dan tegas atas wewenang, tugas, dan hubungan antar struktur yang terlibat 
dalam proses review Syariah. Namun, pelaksanaan rapat oleh internal DPS hanya 
sejumlah 9 pertemuan dalam setahun, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan 
dengan UUS BPD DIY yang menyelenggarakan 14 pertemuan dalam satu tahun. 
Dinyatakan oleh Grassa (2013), bahwa ketiadaan persyaratan wajib mengenai jumlah 
pertemuan yang harus diselenggarakan dapat menjadi sinyal buruk atas efisiensi DPS. 
Diperlukan standar jumlah minimum frekuensi rapat untuk DPS yang dilakukan secara 
periodik.

Gambar 2. Struktur Governance BSM (2017)

Meskipun pengungkapan kedua bank lainnya yaitu UUS BPD DIY dan BPRS 
Bhakti Sumekar kurang komprehensif bila dibandingkan dengan BSM, pengungkapan 
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Shariah review kedua bank tersebut memiliki nilai lebih yang tidak ada pada BSM. Pada 
UUS BPD DIY, risalah rapat diungkap secara detail dan terperinci mulai dari tanggal 
dilaksanakannya rapat, agenda rapat, hingga rekomendasi oleh DPS seperti dapat dilihat 
pada gambar 3 berikut.  Namun, tidak diungkap mengenai metode yang digunakan 
dalam melakukan Shariah review terhadap kantor cabang seperti yang diungkap pada 
BSM, yaitu menggunakan uji petik. 

Gambar 3. Risalah Rapat UUS BPD DIY (2017)

Kemudian pada BPRS Bhakti Sumekar, tidak diungkap mengenai mekanisme 
tata kelola bank Syariah, sehingga tidak ada informasi yang didapat mengenai proses 
pelaksanaan Shariah review oleh DPS. Namun apabila melihat struktur organisasi BPRS 
Bhakti Sumekar pada gambar 4, bisa dilihat adanya alur hubungan antara DPS dengan 
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Divisi Kepatuhan Syariah. Bila dianalogikan 
dengan struktur Governance yang ada pada BSM, kedua fungsi tersebut yang 
menunjang pelaksanaan Shariah review oleh DPS. Lebih lanjut mengenai opini DPS 
BPRS Bhakti Sumekar, pelaporannya tidak terkesan normatif seperti pada kedua bank 
Syariah lainnya. Secara substansi diungkap oleh DPS mengenai tanggungjawabnya, 
risiko ketidakpatuhan Syariah yang mungkin dihadapi apabila BPRS Bhakti Sumekar 
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condong pada pembiayaan murabahah. Dinyatakan bahwa DPS menyarankan dan sangat 
mengharapkan BPRS Bhakti Sumekar lebih banyak menggunakan akad yang berbasis 
natural uncertainty contracts (akad dengan prinsip bagi hasil, misal musyarakah dan 
mudharabah), tidak lagi condong pada akad yang berbasis natural certainty contracts 
(akad dengan prinsip jual beli, misal murabahah). Agar apa yang menjadi visi BPRS 
Bhakti Sumekar tercermin dalam produk yang dimiliki, yaitu mitra dalam bermuamalah. 
DPS juga mengingatkan kepada manajemen BPRS Bhakti Sumekar bahwa yang harus 
menjadi fokus perhatian bank Syariah tidak hanya profit-oriented namun juga falah-
oriented.

Gambar 4. Struktur Organisasi BPR Syariah Bhakti Sumekar (2017)

Analisis Deskriptif Kemungkinan Adopsi Shariah Governance Framework BNM
Berdasarkan pada analisis pengungkapan fungsi ex post DPS yaitu Shariah review 

pada laporan tahunan, diketahui bahwa praktik tata kelola bank Syariah di Indonesia 
memiliki regulasi, struktur organisasi, proses, dan fungsi yang berbeda dengan Malaysia. 
Sehingga dinyatakan oleh narasumber bahwa SGF BNM kurang sesuai untuk diterapkan 
di Indonesia. Peraturan Governance di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 
dan Surat Edaran Bank Indonesia, yang kekuatan hukumnya cenderung lemah 
dibandingkan dengan Undang-Undang seperti pada Malaysia. Tidak seperti Shariah 
Advisory Council pada Malaysia yang merupakan struktur internal bank sentral, DSN 
di Indonesia merupakan lembaga independen non pemerintah. Sehingga pada Malaysia, 
tugas dan tanggungjawab dewan Syariah dilaporkan secara periodik kepada bank sentral. 
Lain halnya di Indonesia, bentuk hubungan DSN dan OJK adalah hubungan koordinasi, 
dimana DPS melaporkan kegiatan pengawasannya kepada OJK secara periodik. 

Selanjutnya mengenai proses pengembangan produk, pada SGF BNM memiliki 
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fungsi Shariah research yang berfungsi melakukan evaluasi terhadap kemungkinan 
produk baru. Sedang di Indonesia, usulan produk oleh manajemen hanya boleh 
diaplikasikan apabila sudah mendapatkan fatwa DSN-MUI. Sehingga fungsi Shariah 
research yang ada pada SGF BNM kurang sesuai apabila diimplementasikan di 
Indonesia, meskipun tidak memungkiri bahwa praktik perbankan Syariah di Indonesia 
kini juga memerlukan adanya fungsi tersebut, guna mendukung inovasi produk yang 
lebih beragam.

Lebih lanjut mengenai empat fungsi khusus pada SGF BNM yaitu Shariah Audit, 
Shariah Review, Shariah Research, dan Shariah Risk Management, bank Syariah di 
Indonesia tidak memiliki fungsi tersebut secara kelembagaan. Namun secara fungsional 
bank Syariah menjalankan fungsi tersebut. Seperti dinyatakan oleh salah satu narasumber, 
bahwa UU Perbankan Indonesia mewajibkan perbankan Syariah untuk memiliki fungsi 
manajemen risiko yang bertugas dalam mengidentifikasi, melakukan penilaian, mitigasi 
atas risiko dan melakukan pelaporan. Namun tidak diketahui secara pasti apakah ia juga 
berfungsi dalam mengantisipasi risiko-risiko yang berkaitan dengan Syariah. Kemudian 
untuk Shariah research, pada praktiknya manajemen bank mengajukan produk-produk 
yang belum ada fatwanya. Sehingga bisa dipahami bahwa tidak ada lembaga mengenai 
Shariah research, namun perbankan secara fungsional melakukan hal tersebut. Oleh 
sebab itu bisa dikatakan bahwa pembentukan fungsi Shariah research tersendiri pada 
struktur tata kelola seperti pada SGF BNM juga diperlukan untuk diterapkan pada 
perbankan syariah di Indonesia. Lebih lanjut, fungsi Shariah review dan Shariah audit 
di Indonesia berada dalam lingkup tanggungjawab DPS.

Berdasarkan pendapat narasumber, tidak dilakukannya pemisahan fungsi seperti 
pada SGF BNM, bisa disebabkan oleh keterbatasan SDM yang memiliki dual competency 
(hukum Syariah dan keuangan) di Indonesia. Dinyatakan oleh Ascarya (2006) bahwa 
pengembangan perbankan Syariah di Malaysia menerapkan strategi yang terintegrasi 
dengan dukungan penuh dari pemerintah Malaysia. Pada tahun 1983, sebelum bank 
Islam didirikan, Undang-Undang disiapkan, sekolah (universitas Islam) didirikan, dan 
BIMB didirikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan 4 fungsi khusus terpisah 
pada SGF BNM didukung dengan melimpahnya SDM yang memiliki dual competency 
(hukum Syariah dan keuangan). 

SGF BNM dinilai kurang sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun bisa 
dijadikan sebagai dasar acuan untuk segera merancang Framework yang sesuai dengan 
karakteristik infrastruktur tata kelola Syariah di Indonesia. Menurut Hasan (2011) 
diperlukan Framework tata kelola Syariah yang layak dan terintegrasi salah satunya 
untuk memaksimalkan fungsi DPS. Dengan adanya Framework memudahkan untuk 
dilakukan evaluasi atas kinerja DPS serta memaksimalkan fungsi baik ex ante maupun 
ex post.

Praktik yang efektif dari tata kelola yang baik membutuhkan semua pihak 
yang terlibat untuk melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin dengan dukungan 
infrastruktur dalam bentuk prosedur, proses, dan mekanisme pengawasan. Kemudian, 
Shariah review internal di bank Syariah harus dikaitkan dengan auditor eksternal dan 
penerbitan opini tentang kepatuhan Syariah (Mohamad et al., 2015). Lebih lanjut, 
diperlukan standar yang mengatur format laporan Shariah review pada laporan tahunan 
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(Bahari & Baharudin, 2016). Standar format laporan Shariah review menjadi keniscayaan 
pada tata kelola Syariah, salah satunya diungkap oleh Aribi, Arun, dan Gao (2015) bahwa 
pelaporan audit DPS saat ini masih jauh di bawah harapan pemangku kepentingan atau 
bisa dikatakan pelaporan masih bersifat normatif.

Menurut narasumber, begitu banyak peraturan di Indonesia yang mengatur 
mengenai Governance, dalam konteks yang berkembang dari masa ke masa. Namun 
belum ada Framework seperti yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia. Untuk 
penyusunan Framework di Indonesia sebenarnya bisa dimulai dengan melakukan 
mapping peraturan-peraturan yang sudah ada. Mapping didasarkan pada hubungan dan 
wewenang organisasi yang terkait dengan tata kelola Syariah, misalnya OJK, DSN-MUI, 
DPS, dan eksternal auditor. Dari 4 pihak tersebut bisa disusun sebagai satu Framework 
yang berbeda dengan Malaysia.

Lebih lanjut menurut Umam (2016), pendekatan yang paling efektif bagi 
Indonesia dalam upaya pencanangan GCG adalah dengan melanjutkannya menjadi suatu 
produk atau ketentuan-ketentuan yang terkandung pada hukum positif. Terkait dengan 
implementasi GCG pada bank Syariah antara lain perlunya penyempurnaan regulasi 
dan panduan Best Practice. Di samping itu, juga perlu ditempuh upaya pengembangan 
dan pengadopsian nilai-nilai Syariah dan kode etik (code of conduct) perbankan 
Syariah, melakukan edukasi publik dalam rangka mendorong consumer advocacy dan 
meningkatkan market discipline, serta melakukan pengembangan sistem dan mekanisme 
pengawasan Syariah yang efektif. Melalui cara-cara tersebut tata kelola bank Syariah 
akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KESIMPULAN
Penelitian ini menganalisis infrastruktur tata kelola perbankan Syariah di 

Indonesia khususnya pada proses Shariah review untuk selanjutnya dilakukan analisis 
kemungkinan adopsi SGF BNM. Berdasarkan teori, fungsi Shariah review menjadi 
tanggung jawab DPS, dimana ia memegang peran utama dalam memberikan jaminan 
atas kepatuhan Syariah pada produk dan operasional perbankan Syariah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat fungsi internal pada perbankan Syariah yang berperan 
penting dalam mendukung DPS melakukan review Syariah, yaitu fungsi Audit Internal 
dan fungsi Kepatuhan. Lebih lanjut, fungsi Audit Internal bertugas untuk melaporkan 
hasil temuan audit cabang, sedangkan fungsi Kepatuhan bertugas dalam mendampingi 
DPS melaksanakan Shariah review hingga memastikan pelaporan hasil Shariah review 
yang dilaksanakan oleh DPS. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa prosedur, proses, 
dan mekanisme Shariah review oleh DPS bergantung kepada fungsi internal perbankan 
Syariah, yaitu fungsi Audit Internal dan fungsi Kepatuhan.

Lebih lanjut ditemukan bahwa adopsi SGF BNM kurang sesuai untuk diterapkan 
pada perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan kecenderungan kondisi infrastruktur 
tata kelola perbankan Syariah di Indonesia saat ini. Salah satunya karena pada perbankan 
Syariah di Indonesia belum memungkinkan untuk dilakukan pemisahan tiap unit seperti 
pada SGF BNM yaitu Shariah Audit, Shariah Review, Shariah Research, dan Shariah 
Risk Management. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya karena sumber daya insani 
di Indonesia yang memiliki dual competency (hukum Syariah dan keuangan) tidak 
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sebanyak yang dimiliki oleh Malaysia. 
Namun demikian, industri perbankan Syariah di Indonesia dapat saja merumuskan 

model Shariah Governance sendiri dengan mempertimbangkan kekuatan sumber daya 
insani dan beberapa peraturan yang terkait dengan tata kelola perbankan Syariah, 
misalnya dengan mengedepankan substansi praktik Shariah Governance dibandingkan 
dengan membuat unit khusus yang mungkin belum optimal fungsinya dalam waktu 
dekat. Substansi implementasi Shariah Research dan Shariah Risk Management 
dapat saja mulai dilakukan dengan memfungsikan unit internal audit atau SPI (Sistem 
Pengendalian Internal). 

Saran dan Keterbatasan
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan Syariah di Indonesia sudah 

memiliki peraturan mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance baik untuk 
BUS maupun UUS yang tidak sedikit jumlahnya dalam bentuk Undang Undang (UU), 
Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dan Fatwa DSN-
MUI. Pemetaan terkait infrastruktur tata kelola pada peraturan-peraturan tersebut dapat 
dilakukan guna mengidentifikasi baik tugas dan tanggung jawab, hubungan kordinasi, 
hingga persyaratan untuk setiap organ tata kelola perbankan Syariah. Tujuan dilakukan 
pemetaan salah satunya adalah sebagai upaya untuk mengkonstruksi SGF yang sesuai 
dengan karakteristik dan kebutuhan praktik perbankan syariah di Indonesia. Melalui 
keberadaan SGF, struktur hubungan dan tanggung jawab tiap organ pada tata kelola 
perbankan Syariah dapat terdefinisi dengan jelas seperti pada SGF yang diterbitkan 
oleh Bank Negara Malaysia. Kejelasan struktur hubungan serta identifikasi tugas dan 
tanggung jawab yang disediakan oleh SGF dapat menjadi panduan setiap organ tata 
kelola dalam melaksanakan tugasnya, lebih lanjut hal tersebut memudahkan regulator 
atau pihak berkepentingan lainnya untuk menilai efektivitas dan melakukan evaluasi 
atas kinerja tata kelola tersebut.

Penelitian menggunakan data sekunder berupa pengungkapan mekanisme 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS khususnya Shariah review atas operasional 
bank Syariah pada laporan tahunan, dimana hal tersebut memerlukan pembuktian yang 
lebih mendalam. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan empiris 
guna mendapatkan informasi substantif atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
DPS termasuk hubungan kordinasi dengan struktur internal perbankan Syariah dalam 
melaksanaan Shariah review. 
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